BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah,
tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan
sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.*® Palsu menandakan suatu barang tidak
asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu.
Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang
yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau
disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya
mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang
sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya
bertentangan dengan yang sebenarnya.®’

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung
sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu
nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan

dengan yang sebenarnya.*®

% Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai
Pustaka, 2008), hal. 817.

* Ibid.

¥ Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 3.

% |smu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.
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Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja
meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan
illegal/melanggar hak cipta orang lain.*

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok
kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.
Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang
memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat)
seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang
lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/
surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi
apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi
ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang
sarjana, kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam cara kejahatan tersebut
dilakukan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian
sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut
harus dilakukan dengan tujuan jahat.

2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku
harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu

yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.*°

» Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”,

http://wwwqolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html, Diakses
tanggal 2 Desember 2013.

0 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http:/lib.uin-
malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 2 Desember 2013.
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Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai
pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan
tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/
tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-
pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/
surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk
mempergunakannya” atau “menyuruh untuk diperguna-kannya” (Pasal 253 dan
263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4
macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang
menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan
surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu
perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pebuatan
membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen).**

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat
yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.
Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara
perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada
sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti

salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut

# Adami  Chazawi,  “Pemalsuan  Surat  (Pasal 263  KUHP)”,
http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html, Diakses
tanggal 2 Desember 2013.
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dengan surat yang dipalsu.*

Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat
alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek
suratnya. Membuktikannya ialah melalui dan menggunakan hukum pembuktian
dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal

183 jo 184 KUHAP.*

2. Jenis-Jenis Pemalsuan
Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku Il KUHP dikelompokkan
menjadi 4 golongan, yakni :
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XI1I).
Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika
dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :
1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang Kertas,
4. Materai,

5. Merek dan,

*2 1bid.
* 1bid.
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6. Surat.*

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota
masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu
berhubungan dengan obyek-obyek tersebut di atas, terutama dengan uang dan
surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-
obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus
dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.
Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan
yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan.
Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan
berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu
perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek
itu.*®

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap
kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang
tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam
kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (bedrog) atau Pasal
220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.*®

Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kejahatan.

Latar belakang kejahatan Pasal 380 maupun Pasal 220 berbeda dengan latar

belakang dibentuknya kejahatan pemalsuan. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan

* Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 3.
*® |bid., hal. 3.
“Ibid, hal. 4.
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pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan
kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380
ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-perbuatan
yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam
hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan).
Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita Kkerugian
bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal
sesungguhnya palsu.*’

Kejahatan Pasal 220 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai
laporan palsu ini, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap
kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga
memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi
dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan/penyerangan terhadap
pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada
perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu lapo-ran atau
pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada
laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada
pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke

dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.*®

T 1bid, hal. 4.
8 1bid, hal. 4.
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3. Tindak Pidana Pemalsuan Oli Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pemalsuan oli kendaraan bermotor adalah tindak pidana
yang berhubungan dengan tindakan pemalsuan oli yang dipergunakan sebagai
pelumas kendaraan bermotor.

Pelumas atau oli merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai
pelicin, pelindung, dan pembersih bagi bagian dalam mesin. Kode pengenal Oli
adalah berupa huruf SAE yang merupakan singkatan dari Society of Automotive
Engineers. *°

Selanjutnya angka yang mengikuti dibelakangnya, menunjukkan tingkat
kekentalan oli tersebut. SAE 40 atau SAE15W-50, semakin besar angka yang
mengikuti Kode oli menandakan semakin kentalnya oli tersebut. Sedangkan huruf
W yang terdapat di belakang angka awal, merupakan singkatan dari Winter. SAE
15W-50, berarti oli tersebut memiliki tingkat kekentalan SAE 10 untuk kondisi
suhu dingin dan SAE 50 pada kondisi suhu panas. Dengan kondisi seperti ini, oli
akan memberikan perlindungan optimal saat mesin start pada kondisi ekstrim
sekalipun. Sementara itu dalam kondisi panas normal, idealnya oli akan bekerja
pada kisaran angka kekentalan 40-50 menurut standar SAE.>°

Semua jenis oli pada dasarnya sama. Yakni sebagai bahan pelumas agar

mesin berjalan mulus dan bebas gangguan. Sekaligus berfungsi sebagai pendingin

dan penyekat. Oli mengandung lapisan-lapisan halus, berfungsi mencegah

*  Scrib.com, “Evaluasi Pengelolaan Oli Bekas sebagai Limbah B3~

http://www.scribd.com/doc/61901452/3/Pengertian-Pelumas-Oli, Diakses tanggal 3 Desember
2012.
> Ihid.
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terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin seminimal
mungkin, mencegah goresan atau keausan. Untuk beberapa keperluan tertentu,
aplikasi khusus pada fungsi tertentu, oli dituntut memiliki sejumlah fungsi-fungsi
tambahan. Mesin diesel misalnya, secara normal beroperasi pada kecepatan
rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin
bensin. Mesin diesel juga memiliki kondisi kondusif yang lebih besar yang dapat
menimbulkan oksidasi oli, penumpukan deposit dan perkaratan logam-logam
bearing.

Umum beranggapan bahwa fungsi utama oli hanyalah sebagai pelumas
mesin. Padahal oli memiliki fungsi lain yang tak kalah penting, yakni antara lain
sebagai: Pendingin, Pelindung dari Karat, Pembersih dan Penutup Celah pada
Dinding Mesin.

Semua Fungsi tersebut adalah sangat erat berkaitan; sebagai Pelumas, Oli
akan membuat gesekan antar komponen di dalam mesin bergerak lebih halus
sehingga memudahkan mesin untuk mencapai suhu kerja yang ideal. Selain itu Oli
juga bertindak sebagai fluida yang memindahkan panas ruang bakar yang
mencapai 1000-1600 derajat Celcius ke bagian lain mesin yang lebih dingin.

Dengan tingkat kekentalan yang disesuaikan dengan kapasitas volume
maupun kebutuhan mesin. Maka semakin kental oli, tingkat kebocoran akan
semakin kecil, namun disisi lain mengakibatkan bertambahnya beban kerja bagi

pompa oli.
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Oleh sebab itu, peruntukkan bagi mesin kendaraan Baru (dan/atau relatif
Baru berumur dibawah 3 tahun) direkomendasikan untuk menggunakan oli
dengan tingkat kekentalan minimum SAE10W. Sebab seluruh komponen mesin
baru (dengan teknologi terakhir) memiliki lubang atau celah dinding yang sangat
kecil, sehingga akan sulit dimasuki oleh oli yang memiliki kekentalan tinggi.

Selain itu kandungan aditif dalam oli, akan membuat lapisan film pada
dinding silinder guna melindungi mesin pada saat start. Sekaligus mencegah
timbulnya karat, sekalipun kendaraan tidak dipergunakan dalam waktu yang lama.
Disamping itu pula kandungan aditif deterjen dalam pelumas berfungsi sebagai
pelarut kotoran hasil sisa pembakaran agar terbuang saat pergantian oli.

Semakin banyaknya pilihan oli saat ini, tidak semestinya membuat
bingung. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan Acuan; antara lain,
kenali karakter kendaraan anda (spesifikasi mesin serta lingkungan dimana
mayoritas anda berkendara (suhu, kelembaban udara, debu, dsbnya.).

Tingkat kekentalan oli menjadi prioritas terpenting dalam memilih Oli.
Kode pengenal Oli adalah berupa huruf SAE yang merupakan singkatan dari
Society of Automotive Engineers. Selanjutnya angka yang mengikuti
dibelakangnya, menunjukkan tingkat kekentalan oli tersebut. SAE 40 atau SAE
15W-50, semakin besar angka yang mengikuti Kode oli menandakan semakin

kentalnya oli tersebut.
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Sedangkan huruf W yang terdapat dibelakang angka awal, merupakan
singkatan dari Winter. SAE 15W-50, berarti oli tersebut memiliki tingkat
kekentalan SAE 10 untuk kondisi suhu dingin dan SAE 50 pada kondisi suhu
panas. Dengan kondisi seperti ini, oli akan memberikan perlindungan optimal saat
mesin start pada kondisi ekstrim sekalipun. Sementara itu dalam kondisi panas
normal, idealnya oli akan bekerja pada kisaran angka kekentalan 40-50 menurut
standar SAE.

Mutu dari oli sendiri ditunjukkan oleh kode APl (American Petroleum
Institute) dengan diikuti oleh tingkatan huruf dibelakangnya. API: SL, kode S
(Spark) menandakan pelumas mesin untuk bensin. Kode huruf kedua
mununjukkan nilai mutu oli, semakin mendekati huruf Z mutu oli semakin baik
dalam melapisi komponen dengan lapisan film dan semakin sesuai dengan

kebutuhan mesin modern.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada
pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang
terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang

terjadi atau tidak.>*

3 Iman Herlambang, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”,

http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html, Diakses
tanggal 2 Desember 2013.
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Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian,
yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (actus reus) yang berkaitan
dengan subjek ataupelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (mens rea)
yang berkaitan dengan masalahpertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas
hukum pidana yaitu “Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir
rea ”, bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, maka pengertian “tindak
pidana” itu terpisah dengan yang dimaksud “pertanggungjawaban tindak pidana”.
Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu
dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga
dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal
apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.>

Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang
terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat
dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya
itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang
dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Batin yang salah (guilty
mind, mens rea) ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak
pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua
segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif.

Berbicara tentang konsep liability atau pertanggung jawaban pidana,

dilihat dari segi falsafah hukum menurut pendapat seorang Filsuf besar

52 Scribd, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui
Hukum Pidana”, http://www.scribd.com/doc/81906509/39/C-1-2-Pertanggungjawaban-Pidana,
Diakses tanggal 2 Desember 2013.
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dalambidang hukum pada abad ke-20, Roscoue Pound mengemukakan:” ... I’ll
usethe simple word * Liability * for the situation where by one may exact legaly
and other is legaly subjected on the exaction*. Bahwa untuk pertanggung jawaban
pidana tidak cukup dilakukannya pebuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu
harus ada kesalahan , atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas
hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (GeenStraf
Zonder Schuld, Ohne Schuld Keine Straf).>?

Pound lebih lanjut mengatakan bahwa “liability* diartikan sebagai suatu
kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang
yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu
pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian, penderitaan yang
ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan, sehingga dengan demikian
konsepsi liability diartikan sebagai reparation, terjadilah perubahan arti konsepsi
liabilty dari compotition for vengeance menjadi reparation for injur. Perubahan
bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada kepada ganti rugi dengan
penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban
atau liability. **

Pertanggungjawaban Pidana atau Criminal Liability adalah sesungguhnya
tidak hanya menyangkut soal hukum semata—mata, melainkan juga menyangkut
soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau

kelompok—kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua

53 Moeljatno, Op.Cit, hal. 153.
> Wirjono Projodikoro, Asas—Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: PT.Eresco,
1969). hal. 67.
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macam pertanggungjawaban pidana, yakni:
a. Strict Liability Crimes

b. Vicarious Liability

ad a. Strict Liability Crimes

Selain menganut asas actus non facit neum nisi mens sit rea (aharmful act
without a blame worthy mental state is not punishable) hukum pidana juga
menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada
atau tidaknya unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip
pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya
diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum

ataukesejateraan umum.

ad.b. Vicarious Liability
Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada
seseorang atas perbuatan orang lain. Vicarious Liability hanya berlaku terhadap:
a. Delik—delik yang mensyarakatkan kualitas.
b. Delik—delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh danmajikan.
Jika dibandingkan antara strict liability dan vicarious liability tampak
jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik
stict liability crimes maupun vicarious liability tidak mensyaratkan adanya
mensrea atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36
Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan

bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang
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ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi
syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak
pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat
pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan
sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban
pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan
(vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatalan sebagai tindak
pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada
pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana
karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat
dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa
pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan
dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai
kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.
Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana,
dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.>

Sudarto  menegaskan  bahwa dalam ruang lingkup  asas
pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggung jawab,

kesalahan (Schuld) dan melawan hukum (Wederechtelijk) sebagai syarat untuk

% |bid. hal. 71.
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pengenaan pidana ialah pembahasan masyarakat untuk pembuat.>®
Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti

dipidananya pembuat,ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa
pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat
dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan
yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung
jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung
jawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung
jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya
cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum,
Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab
harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang

baik dan buruknya perbuatan tadi.>’

% Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: PT. Alumni, 1986). hal. 33-34.
*" Moeljatno, Op.Cit., hal. 165.
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Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan
atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas
mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya
orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang
baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang
demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44,
ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam

tumbuhnya.®

2. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun
1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-
undang”. dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu
pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan
sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan,
kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will
(kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang

dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori

* Ibid.
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kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.>®

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan
unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A
mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah *“sengaja”
apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak
mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat
menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah
“sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan
dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang
bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah
dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si
pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori
pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:® Karena dalam kehendak
dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang
lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.
Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi
pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan
dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki

% Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Op.Cit, hal. 67.
% Moeljatno, Op.Cit., hal. 172-173.
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oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan
motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif,
perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori
kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya
kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih
singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang
dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan.
Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui,
menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun
akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan
berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai
maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar
kemungkinan(dolus eventualis ).*

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam
praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik
pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan
putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti
corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu
sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan

tingkat kesalahan terdakwa.

* 1bid., hal. 174.
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3. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud
melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. la
alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan
terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam
melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang
dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan
keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:°> Pada umumnya
bagi kejahatan-kejahatan wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan
pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang
dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum
mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian,
sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang
teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah
menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya
hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia
berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang
mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa

kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya

%2 1bid., hal. 198.
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sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya
kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya
lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan,
kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan
sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.®

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan
kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga
sebagaimana diharuskan oeh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati

sebagaimana diharuskan oleh hukum.®*

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat
dalam Buku | Bab Ill Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau
memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan
penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut
“alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-
alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada

diri orang itu, dan

% | bid.
% 1bid., hal. 201.
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b. Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar
orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu
pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan
penghapus pidana, yaitu :

a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-
tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-
delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang
melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak
menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang
masih ada hubungan darah).

lImu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain
terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat
dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana
dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis
alasan penghapus pidana , yaitu :

a. alasan pembenar, dan

b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

ad.a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,
meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-
undang.

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin
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ada pemidanaan.

ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang
tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat
dipertanggungjawabkan , meskipun perbuatannya bersifat melawan
hukum.
Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga

tidak dipidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebuah penegakan hukum
yang membutuhkan pengaturan-pengaturan berupa ancaman terhadap si
pelanggar. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang
merupakan suatu perundang-undangan di Indonesia dengan kepentingan
pemberian perlindungan kepada konsumen.

Yusuf Shofie mengatakan segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” ®

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) “ Perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen “.

Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan Konsumen adalah setiap

% Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Isntrumen-Instrumen Hukumnya,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 5.

UNIVERSITASMEDAN AREA



45

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.

Sudaryatmo mengatakan konsumen ialah “setiap orang pemakai barang
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, organg lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.®®

Gunawan Widjaja mengatakan segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.®’

Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan
adanya aktivitas-aktivitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi merugikan
berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesialah
yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. Hendaknya diluruskan
anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri
dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, dan
swasta/konglomerat. Konsumen juga pelaku ekonomi. Tak satupun literatur
ekonomi yang meniadakan peran konsumen. Namun demikian harus diakui bahwa
kosa kata konsumen dirasakan cukup miskin dalam tata hukum kita.

Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata
ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di

antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara

% Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), hal. 17.

" Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 5.
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tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang
pada umumnya orang kebanyakan.

Konsumen menurut Fuady adalah adalah pengguna akhur (end user) dari
suatu produk, vyaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.®®

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Pasal 1 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama
berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa sehala
upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

% Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 227.
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antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam
arti materiil dan sprituil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
atau jasa yang dkonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsume, serta negara menjamin
kepastian hukum.®
Di dalam era reformasi dewasa ini, Indonesia harus siap menghadapi era
globalisasi ekonomi, dimana perdagangan bebas masih merupakan tanda tanya,
apakah merupakan peluang bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Indonesia
termasuk negara yang cukup cepat melangkah dengan telah diratifikasinya
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization /WTQ) sebelum
Desember 1994,

Mulai 1 Januari 1995, WTO telah resmi menggantikan dan melanjutkan
GATT (General Agreement of Tariff and Trade / Persetujuan Umum Tentang
Tarif dan Perdagangan). Perlu dipahami disini bahwa WTO merupakan organisasi
antar pemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan di dunia, baik perdagangan
barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap
anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan. ™

Bagi konsumen Indonesia, lahirnya WTO masih merupakan

pertanyaan/permasalahan besar, apakah WTO akan membawa perbaikan nasib

konsumen Indonesia. Selama lebih lima puluh tahun kita merdeka, perlindungan

(hukum) terhadap konsumen tidak banyak memperoleh perhatian dari para

% Abdul R. Saliman, et. al. Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus,
(Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 161-162.
"0 yusuf Shofie, Op.Cit, hal. 9.
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pengambil keputusan, apalagi prioritas dalam pembangunan nasional. Salah satu
instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen yang diundangkan Pemerintah
dengan persetujuan DPR-GR pada tahun 1961, yaitu Undang-Undang No. 10
Tahun 1961 tentang Barang (Perpu No. 1 Tahun 1961), hampir hanya menjadi
huruf mati tidak bermakna. Perintah undang-undang tersebut untuk membentuk
Panitia Barang tidak dilaksanakan. Disinyalir ketentuan undang-undang ini sudah
banyak dilupakan.

Sebagai salah satu instrumen hukum administrasi negara, praktis
ketentuan tersebut ibarat macan ompong sehingga perlindungan terhadap
konsumen dirasakan tidak efektif dan efisien. Apalagi instrumen-instrumen
hukum lainnya, belum dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai
kepada konsumen. Masih segar dalam pikiran kita tentang kasus biskuit beracun
beberapa tahun yang lalu, yang terulang lagi dengan kasus mie instant (1994).
Para korban/keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, kecuali sebatas santunan
atas inisiatif mantan Menko Polkam Sudomo pada waktu itu.”

Liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi bahwa semua barang
dan jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke Indonesia bila kita
tidak ingin distigma anti WTO. Masuknya barang dan jasa impor tersebut
bukannya tanpa permasalahan. Lewat perdagangan internasional, penyakit sapi
gila (mad cow) (bivine spongiform encephalapanthy/BSE) yang diderita sejumlah
besar sapi, dapat membahayakan konsumen Indonesia. Belum lama ini Irlandia

menawarkan daging itu dengan harga murah. Penyakit ini timbul karena disana,

" 1bid, hal. 10.
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makanan dari tepung daging daging ternak memamah biak (ruminasia) digunakan
untuk makanan sapi. Kasusnya mirip dioksin yang dialami ternak unggas di
Belgia. Penyakit yang bisa menimbulkan gejala kegilaan pada manusia ini
menyerang ternak sapai dengan masa inkubasi 9 — 10 tahun. Hanya saja penyakit
ini tidak menular pada hewan lain, seperti halnya penyakit mulut dan kuku
(PMK). Adapun gejala kegilaan pada manusia bisa berupa insomania, limbung,
depresi serta berubahnya perilaku dan kepribadian.’? Belum lagi masalah dioksin
di Belgia yang diduga mencemari makanan/minuman yang diekspor negara itu.”
Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan ini tampil ke permukaan
dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang
dikonsumsinya. Dari sudut hukum belum jelas mekanisme penyelesaiannya. Tak
hanya itu, secara yuridis muncul pula permasalahan apabila peraturan perundang-
undangan Indonesia bertentangan atau berbeda dengan peraturan perundang-
undangan negara lain, ketentuan/kesepakatan regional, bahkan
ketentuan/kesepakatan WTO atau sebaliknya sehingga diperlukan harmonisasi
ketentuan-ketentuan nasional Indonesia terhadap ketentuan/kesepakatan regional
dan WTO. Pada pokoknya, hakim (pengadilan) negara manakah yang berwenang
mengadili kasus-kasus konsumen yang berdimensi internasional serta hukum

mana yang digunakan. Kasus-kasus sengketa franchice (waralaba) yang

"2 Sapi Gila Bisa Membuat Manusia Gila, Kompas 29 Juni 1999, Daging Irlandia Bisa
Bawa Sapi Gila, Kompas 1 Juli 1999, Pertimbangkan Risiko Daging Sapi Irlandia, Kompas 5 Juli
1999 dan Impor Daging Sapi Murah Irlandia, Jalan Pintas Penuh Risiko, Kompas 12 Juli 1999.

® Dioksin adalah produk Sampingan dari Proses Perindustrian Modern dan Hasil
Pembakaran Khususnya Plastik. Proses di industri pestisida dan pabrik pulp/kertas yang
melibatkan bahan khlorin juga menghasilkan pencemaran udara dan limbah cairan/padat yang
mengandung dioksin. Letusan gunung berapi, kebakaran hutan hingga sungai juga menghasilkan
dioksin. Lihat : Dioksin yang menggoyang Eropa, Kompas 17 Juni 1999.
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berdimensi internasional, dimana yang bertindak sebagai franchisor (pemberi
waralaba) pelaku usaha asing, sedangkan yang bertindak sebagai franchiee
(penerima waralaba) pelaku usaha Indonesia atau sebaliknya, merupakan contoh
prediksi ini.”* Dari segi perlindungan konsumen sengketa ini bisa membawa
kerugian bagi konsumen, misalnya tidal lagi tersedianya produk franchise
bersangkutan, harga produk menjadi lebih mahal, atau bahkan menyangkut tidak
tersedianya fasilitas purna jual bagi konsumen.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dalam
konsiderannya dinyatakan bahwa untuk menciptakan tertib usaha dengan cara
waralaba serta perlindungan terhadap konsumen, dipandang perlu menetapkan
ketentuan waralaba dengan peraturan pemerintah. Dalam ketentuan ini,
perlindungan konsumen yang dimaksud belum konkret, ibarat antara niat dengan
perbuatan tidak seia dan sekata.

Secara teoritis, dapat saja sengketa-sengketa seperti itu diselesaikan,
tetapi pada praktek dan kenyataannya tidak mudah dilakukan karena berbagai
sebab yang bersifat juridis—politis— sosiologis.

Pertama, karena tidak konsistennya badan peradilan kita atas putusan-
putusannya. Sering terjadi perbedaan putusan-putusan pengadilan dalam kasus-

kasus yang serupa. Dalam kasus-kasus yang berskala nasional saja, pengadilan

™ Menurut Pasal 1 sub 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.
Waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau
menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan
suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka
penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.
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belum mampu bersikap konsisten, bagaimana dengan kasus-kaus konsumen pada
era perdagangan bebas yang bernuansa internasional.

Kedua, sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke
Pengadilan, padahal telah (sangat) dirugikan oleh pengusaha. Keengganan ini
bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Bahkan mereka lebih sadar hukum
ketimbang sebagian dari para penegak hukumnya sendiri. Keengganan mereka
sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, lebih didasarkan pada :

1. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen,

2. Praktek peradilan kita tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan,

3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar
pengusaha.”

Ketiga, tarik menarik berbagai kepentingan di antara para pelaku
ekonomi yang bukan konsumen, yang memiliki akses kuat di berbagai bidang,
termasuk akses di luar jangkauan hukum. Kalaupun hukum mampu
menjangkaunya, itupun hanya sebatas pada mereka yang menjadi tumbal (space —
goat) tarik menarik kepentingan tersebut.

Menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah undang-
undang penting, seperti undang-undang intellectual proprety rights, Undang-
Undang Antimonopoli, Undang-Undang Perlindungan pengusaha Kecil dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kejelasan asas dan tujuan

perlindungan  konsumen, hak-hak konsumen, norma-norma perlindungan

"> Yusuf Shofier, Op.Cit, hal. 13.
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konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen, yang tertuang dalam undang-
undang perlindungan konsumen Kita, masih harus dibuktikan dalam praktek

segenap instrumen hukum di Indonesia.
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